
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 68  TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BEASISWA
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: a. bahwa beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak 
mampu (miskin) adalah tugas Pemerintah Daerah dalam rangka 
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 
pendidikan;

b. bahwa untuk penyempurnaan aturan dan efektivitas dan 
optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah 
agar lebih tepat sasaran, dan tepat jum lah berdasarkan sebaran 
mahasiswa/peserta didik di dalam dan di luar daerah, maka 
dipandang perlu membuat Pedoman Pemberian Bantuan Sosial 
Pendidikan Beasiswa di Kabupaten Katingan;

c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 tahun 2018 
Peraturan Bupati Katingan Nomor 68 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa yang 
sudah ditetapkan berdasarkan perkembangan keadaan perlu 
untuk dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito 
Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4-

f

V



-  2 -

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); ^

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 4 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323);
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Menetapkan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KATINGAN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN 
BEASISWADI KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 68 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial 
Pendidikan Beasiswa di Kabupaten Katingan (Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 535) diubah sebagai 
b erik u t:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Beasiswa 

Pasal 12

(1) Penerima beasiswa wajib mengikuti dan melengkapi 
persyaratan yang sudah ditetapkan.

(2) Penerima beasiswa wajib menandatangani berkas yang 
telah disiapkan oleh Tim dan melengkapi kembali 
persyaratan administrasi jika  dinyatakan kurang lengkap.

(3) Penerima beasiswa wajib mentaati dan mengikuti tata cara 
pemberian beasiswa sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(4) Penerima beasiswa wajib membuat laporan 
pertanggungjawaban penggunaan bantuan beasiswa 
sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

2. Di antara BAB X dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, yakni
BAB IXA dan BAB IXB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 17A

(1) Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Beasiswa yang 
melanggar ketentuan Pasal 12, dikenakan sanksi 
administrasi berat.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa pemberhentian pemberian Bantuan Sosial 
Pendidikan Beasiswa. ^
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BAB IXB
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17B

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemberian Bantuan 
Sosial Pendidikan Beasiswa yang sudah disalurkan Tahun 
Anggaran 2019, wajib mengikuti aturan membuat laporan 
pertanggungjawaban penggunaan bantuan beasiswa sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal, 3  £tU> 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 
NOMOR

2020


